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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR TEKNIS PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN BAGI

ORANG ASING EKS WARGA NEGARA INDONESIA DAN KELUARGANYA

PEMEGANG VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang

Prosedur Teknis Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan bagi

Orang Asing Eks Warga Negara Indonesia dan Keluarganya

Pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5216);

www.peraturan.go.id



2016, No.1491 -2-

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 123 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG PROSEDUR TEKNIS PERPANJANGAN IZIN

TINGGAL KUNJUNGAN BAGI ORANG ASING EKS WARGA

NEGARA INDONESIA DAN KELUARGANYA PEMEGANG VISA

KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara

Indonesia.

2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa

adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat

yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di

tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing

untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan

menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

3. Surat Persetujuan Visa adalah surat yang dikeluarkan

oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang

ditunjuk yang memuat penguasaan kepada Perwakilan

Republik Indonesia untuk menerbitkan visa bagi Orang

Asing.

4. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar

Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik

Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

5. Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan

kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah

Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.

6. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya

disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah

Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan

berdasarkan Undang-Undang.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

9. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui

pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian

teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian.

10. Keluarga adalah suami, istri, atau anak yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari

Orang Asing eks warga negara Indonesia.
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